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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA SERTIFIKAT TANAH 

WAKAF 

A. Analisis terhadap Sengketa Sertifikat Tanah Wakaf 

Dalam al-Qur’an maupun hadith memang tidak disebutkan secara 

detail tentang perintah untuk berwakaf. Namun, secara umum telah 

banyak dijumpai ayat al-Qur’an ataupun hadith yang menganjurkan agar 

orang-orang muslim bersedia untuk menyisihkan sebagian daripada 

hartanya untuk digunakan bagi sesuatu yang bermanfaat dalam hal 

kebaikan bagi masyarakat secara umum. 

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang 

menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima‘yah. 

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah 

perbuatan wa>qif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.
1
  

Penarikan kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak 

dibenarkan dan dilarang oleh Undang-undang, hal ini telah ditegaskan 

dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang 

                                                             
1
 Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta, 2006), 2 
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menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan 

atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali. 

Adapun analisis sengketa yang terjadi pada sertifikat tanah wakaf, 

antara lain: 

1. Wa>qif 

Dalam pelaksanaan praktik perwakafan yang terjadi pada 

pondok salafiyah al-Mu’min di Cantel dimana wa>qifnya adalah 

Imam Masngudi dan Ruqoyah. Yang mana pada Tahun 1980, 

Imam Masngudi menyuruh seseorang untuk mencarikan tanah 

kosong, yang mana tanah tersebut kemudian diwakafkan untuk 

didirikan sebuah pondok pesantren dan madrasah.
2
 Setelah itu 

Imam Masngudi datang ke PPAIW Sragen untuk membuat akta 

ikrar wakaf. 

Dalam sebuah pertemuan dimana wa>qif mengundang para 

pengasuh tanah yang pernah diwakafkan oleh Imam Masngudi 

dan Ruqoyah, dan dalam pertemuan tersebut Ruqoyah 

memberikan wasiat yaitu, tanah yang pernah diwakafkan oleh 

Ruqoyah dan Imam Masngudi dengan ikhlas beliau memberikan 

dan  sampai kapanpun akan selalu ridha, dan tanah wakaf 

tersebut tidak akan pernah diotak-atik oleh anak-mantu dari 

Imam Masngudi dan Ruqoyah. Apabila sewaktu-waktu Ruqoyah 

                                                             
2 Evi Fediarti, Wawancara, Sragen, 5 September 2014.  
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meninggal, beliau ingin untuk disholatkan ghoib dengan 

mengajak para santri untuk mensholatkan beliau.
3
 

2. Nadzir  

Dalam perwakafan tanah al-Mu’min terdiri enam nadzir  

yakni KH. Zubair al-Macca sebagai ketua, KH. Ahmad Dahlan 

sebagai wakil ketua, Sutiman sebagai sekretaris, Suradji sebagai 

bendahara, Ridwan sebagai anggota, dan Suyadi sebagai 

anggota. 

Suatu ketika nadzir keenam datang ke pondok al-Mu’min 

dan berkata kepada KH Ahmad Dahlan, apabila ahli waris dari 

Ruqoyah datang bertanya tentang wakaf, pihak pondok untuk 

menjawab bahwa pihak pondok tidak tahu-menahu tentang 

tanah wakaf pondok al-Mu’min. 

Setelah beberapa hari nadzir keenam mendatangi Hj. 

Muyassaroh istri dari KH. Zubair al-Macca, untuk membeli 

tanah wakaf pondok al-Mu’min senilai 160 juta rupiah, akan 

tetapi Hj. Muyassaroh tidak mau, lalu nadzir keenam menawar 

untuk dibeli senilai 60 juta rupiah, Hj. Muyassaroh masih tidak 

mau karena tanah tersebut adalah tanah wakaf bukan untuk 

dijual-belikan. Dan pada saat tanah wakaf pondok al-Mu’min 

disengketakan, nadzir keenam mengaku tidak pernah merasa 

dijadikan sebagai nadzir pondok al-Mu’min. Dengan alasan 

                                                             
3 Hj. Nur Mazidah, Wawancara, Sragen, 02 Juni 2015. 
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nadzir keenam tidak pernah masuk dalam yayasan pondok al-

Mu’min karena pondok al-Mu’min berada di bawah yayasan 

Nahdhiyyin sedangkan nadzir keenam Muhammadiyah, jadi 

nadzir keenam menyatakan mengundurkan diri. Dan setelah 

selesai persidangan nadzir dengan sungguh-sungguh mengakui 

bahwa nadzir keenam adalah perintis pertama pondok al-

Mu’min. 

3. Sertifikat wakaf dan keadaan tanah wakaf 

Ada 4 sertifikat yang dimiliki oleh pondok al-mu’min, 

antara lain: 

1) SHM Nomor 1396, dengan keadaan tanah baik secara fisik 

dan administrasi. 

2) SHM Nomor 3435, dengan keadaan tanah baik secara fisik 

dan administrasi. 

3) SHM Nomor 3217, dengan keadaan tanah baik secara fisik 

dan administrasi. Akan tetapi ahli waris merasa Ruqoyah 

tidak pernah mewakafkan tanah tersebut. 

4) SHM Nomor 708, dengan keadaan tanah terbengkalai dan 

tidak dimanfaatkan dengan baik seperti amanat wa>qif. Dan 

pihak ahli waris meminta untuk tanah wakaf tersebut 

dikembalikan kepada ahli waris dari Ruqoyah dan Imam 

Masngudi. 
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4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, 

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dalam 

pelaksanaan wakaf pondok al-Mu’min ini terdapat salah satu 

sertifikat yang tidak tercantumkan nama-nama nadzir, dan dari 

hasil penelitian dinyatakan bahwa sekitar pada tahun 1980 rata-

rata sertifikat wakaf nama-nama nadzir tidak tercantum. Dan 

untuk pembuktian pihak BPN yang bertanggung jawab dengan 

menunjukkan Nomor akta ikrar wakaf, tembusan pada pemohon 

dan pemimpin yang memiliki warkah. 

5. PPAIW 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf adalah pejabat yang 

ditunjuk untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yang ditetapkan oleh 

Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf, PPAIW dijabat oleh 

kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada disetiap 

Kecamatan. 

Dalam pelaksanaan wakaf pondok al-Mu’min, setiap orang 

yang ditunjuk menjadi nadzir, memiliki bukti bahwa orang 

tersebut telah ditunjuk menjadi nadzir yaitu W.5, dan pihak 
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PPAIW juga memiliki bukti bahwa orang tersebut telah ditunjuk 

menjadi nadzir dari sebuah tanah wakaf. Akan tetapi,  karena 

kantor KUA beberapa waktu yang lalu sempat direnovasi maka 

ada beberapa berkas yang hilang termasuk berkas tanah wakaf 

milik pondok al-Mu’min Sragen. 

 

B. Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Sertifikat Tanah Wakaf 

Adapun analisis yuridis sengketa yang terjadi pada sertifikat tanah 

wakaf, antara lain: 

1. Wa>qif 

Wa>qif adalah pihak yang mewakafkan harta benda 

miliknya (pasal 1 ayat (2)) dan wa>qif meliputi: perseorangan, 

organisasi, dan badan hukum (pasal 7) Undang-undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang perwakafan tanah milik (pasal 1 ayat (2)), wa>qif adalah 

orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan 

tanah miliknya.
4
 

Wa>qif perseorangan akan dinilai sah ketika wa>qif 

perseorangan mewakafkan harta bendanya apabila memenuhi 

persyaratan, antara lain: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang 

                                                             
4 Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam: Jakarta, 2006), 129. 
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melakukan perbutan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf 

(pasal 8 ayat (1)). 

Dalam pelaksanaan praktik perwakafan yang terjadi pada 

pondok salafiyah al-Mu’min di Cantel dimana wa>qifnya adalah 

Imam Masngudi dan Ruqoyah. Yang mana pada Tahun 1980, 

Imam Masngudi menyuruh seseorang untuk mencarikan tanah 

kosong, yang mana tanah tersebut kemudian diwakafkan untuk 

didirikan sebuah pondok pesantren dan madrasah.
5
 Setelah itu 

Imam Masngudi datang ke PPAIW Sragen untuk membuat akta 

ikrar wakaf. 

Dalam sebuah pertemuan dimana wa>qif mengundang para 

pengasuh tanah yang pernah diwakafkan oleh Imam Masngudi 

dan Ruqoyah, dan dalam pertemuan tersebut Ruqoyah 

memberikan wasiat yaitu, tanah yang pernah diwakafkan oleh 

Ruqoyah dan Imam Masngudi dengan ikhlas beliau memberikan 

dan  sampai kapanpun akan selalu ridha, dan tanah wakaf 

tersebut tidak akan pernah diotak-atik oleh anak-mantu dari 

Imam Masngudi dan Ruqoyah. Apabila sewaktu-waktu Ruqoyah 

meninggal, beliau ingin untuk disholatkan ghoib dengan 

mengajak para santri untuk mensholatkan beliau.
6
 

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

wa>qif telah mewakafkan tanah dengan rasa ikhlas dan ridha dan 

                                                             
5
 Evi Fediarti, Wawancara, Sragen, 5 September 2014. 

6 Hj. Nur Mazidah, Wawancara, Sragen, 02 Juni 2015. 
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tanah yang telah diwakafkan tidak akan pernah diotak-atik oleh 

anak-mantu dari Ruqoyah. Dan perwakafan tersebut telah sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah milik. 

2. Tujuan wakaf 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

menyebutkan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta 

benda wakaf sesuai dengan fungsinya, tidak bertentangan 

dengan niai-nilai ibadah. 

Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 

ayat (1) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 

harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

Dalam sengketa sertifikat tanah wakaf al-Mu’min sudah 

terpenuhi yaitu tanah tersebut untuk dibangun sebuah pesantren. 

Maka syarat tujuan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 

Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik telah terpenuhi. 
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3. Pernyataan wakaf dari wa>qif atau ikrar wakaf 

Pernyataan wa>qif yang merupakan penyerahan barang atau 

benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau 

tulisan. Dengan pernyataan itu maka tanggallah hak wa>qif atas 

benda yang diwakafkannya, benda tersebut kembali menjadi hak 

milik umat. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa ikrar wakaf 

dilaksanakan oleh wa>qif kepada nadzir di hadapan PPAIW 

dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan Peraturan 

Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah 

milik pasal 1 ayat (3) menyebutkan ikrar adalah pernyataan 

kehendak dari wa>qif untuk mewakafkan tanah miliknya. 

Dalam sengketa ini syarat dilakukannya ikrar wakaf telah 

terpenuhi dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 

Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. 

4. Nadzir 

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari 

wa>qif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya (pasal 1 ayat (4)). Nadzir sendiri terdiri dari tiga 

macam: perseorangan, organisasi atau badan hukum (pasal 9). 

Nadzir perseorangan adalah pemelihara dan pengurus 

wakaf yang terdiri dari perorangan. Akan tetapi, yang dimaksud 
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perseorangan disini adalah sekelompok orang yang terdiri dari 

sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Nadzir perseorangan 

harus memenuhi syarat-syarat sebegai beikut: Warga Negara 

Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, 

dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 10 ayat 

(1)). 

Dalam perwakafan tanah al-Mu’min terdiri enam nadzir 

yakni KH. Zubair al-Macca sebagai ketua, KH. Ahmad Dahlan 

sebagai wakil ketua, Sutiman sebagai sekretaris, Suradji sebagai 

bendahara, Ridwan sebagai anggota, dan Suyadi sebagai 

anggota. 

Suatu ketika nadzir keenam datang ke pondok al-Mu’min 

dan berkata kepada KH Ahmad Dahlan, apabila ahli waris dari 

Ruqoyah datang bertanya tentang wakaf, pihak pondok untuk 

menjawab bahwa pihak pondok tidak tahu-menahu tentang 

tanah wakaf pondok al-Mu’min. 

Setelah beberapa hari nadzir keenam mendatangi Hj. 

Muyassaroh istri dari KH. Zubair al-Macca, untuk membeli 

tanah wakaf pondok al-Mu’min senilai 160 juta rupiah, akan 

tetapi Hj. Muyassaroh tidak mau, lalu nadzir keenam menawar 

untuk dibeli senilai 60 juta rupiah, Hj. Muyassaroh masih tidak 

mau karena tanah tersebut adalah tanah wakaf bukan untuk 

dijual-belikan. Dan pada saat tanah wakaf pondok al-Mu’min 
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disengketakan, nadzir keenam mengaku tidak pernah merasa 

dijadikan sebagai nadzir pondok al-Mu’min. Dengan alasan 

nadzir keenam tidak pernah masuk dalam yayasan pondok al-

Mu’min karena pondok al-Mu’min berada di bawah yayasan 

Nahdhiyyin sedangkan nadzir keenam Muhammadiyah, jadi 

nadzir keenam menyatakan mengundurkan diri. Dan setelah 

selesai persidangan nadzir dengan sungguh-sungguh mengakui 

bahwa nadzir keenam adalah perintis pertama pondok al-

Mu’min. 

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa salah 

satu nadzir yaitu nadzir keenam tidak melakukan tugas sebagai 

nadzir dengan baik  dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-

undang yang telah disebutkan di atas. 

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf pasal 45 menyebutkan bahwa nadzir diberhentikan dan 

diganti dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan 

meninggal dunia bagi nadzir perseorangan, atas permintaan 

sendiri, bubar atau dibubarkan untuk nadzir organisasi dan 

nadzir badan hukum, tidak melaksanakan tugasnya sebagai 

nadzir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan 

dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberhentian 
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atau penggantian nadzir dilaksanakan oleh Badan Wakaf 

Indonesia. 

5. Sertifikat wakaf dan keadaan tanah wakaf 

Sertifikat tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukur 

tanah, yang dijilid menjadi satu dengan suatu kertas sampul 

yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan Menteri Agraria 

dan diberikan kepada yang berhak.
7
 

Ada 4 sertifikat yang dimiliki oleh pondok al-Mu’min, Dari 

semua sertifikat tercantum bahwa semua sertifikat tahan wakaf 

tersebut telah diwakafkan oleh Ruqoyah. Sertifikat tersebut 

antara lain: 

1) SHM Nomor 1396, dengan keadaan tanah baik secara fisik 

dan administrasi. 

2) SHM Nomor 3435, dengan keadaan tanah baik secara fisik 

dan administrasi. 

3) SHM Nomor 3217, dengan keadaan tanah baik secara fisik 

dan administrasi. Akan tetapi ahli waris merasa Ruqoyah 

tidak pernah mewakafkan tanah tersebut. 

5) SHM Nomor 708, dengan keadaan tanah terbengkalai dan 

tidak dimanfaatkan dengan baik seperti amanat wa>qif. Dan 

pihak ahli waris meminta untuk tanah wakaf tersebut 

                                                             
7 Mudjiono, Politik Dan Hukum Agraria, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 31. 
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dikembalikan kepada ahli waris dari Ruqoyah dan Imam 

Masngudi. 

Wakaf berfungsi sebagai kegiatan ibadah dan amal jariyah 

wakaf juga berfungsi sebagai sosial. Dalam fungsinya sebagai 

ibadah, amalan wakaf merupakan amalan shodaqoh yang telah 

dilembagakan dan harta benda yang telah diwakafkan tersebut 

digunakan untuk amal kebaikan yang terlepas dari hak milik 

perorangan, dan menjadi milik Allah SWT. 

Pada intinya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan penarikan kembali atau pembatalan wakaf. Karena 

pada pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf menyatakan bahwa wakaf yang telah dilakukan ikrar 

tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. 

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 11 ayat (1) disebutkan 

bahwa tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang 

dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Dan penyimpangannya hanya 

dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri Agama karena tidak sesuai lagi dengan 

tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakaf dan karena 

kepentingan umum. 
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Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya 

tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dikembalikan atau 

diambil oleh ahli waris ataupun wa>qif, kecuali pada saat ikrar 

wakaf disebutkan bahwasanya harta benda tersebut 

dimanfaatkan untuk beberapa jangka waktu. Apabila jangka 

waktu tersebut sudah habis maka wa>qif berhak untuk 

mengambil kembali harta wakaf tersebut. Seperti yang tertera 

dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  wakaf 

pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wa>qif untuk 

memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu.  

Dan setelah wawancara ke pihak Kepala BPN, Kepala 

KUA dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam sengketa 

sertifikat tanah wakaf ini. Penulis menarik kesimpulan bahwa 

tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat diminta atau 

dikembalikan kembali kepada wa>qif, kecuali terdapat perjanjian 

sebelumnya, bahwa tanah wakaf dimanfaatkan dengan beberapa 

jangka waktu. Dan tanah wakaf dapat diubah peruntukannya 

dan penggunaan apabila mendapat persetujuan tertulis dari 

Menteri Agama dengan alasan tidak sesuai dengan tujuan wakaf 

seperti yang diikrarkan oleh wa>qif dan karena kepentingan 

umum seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik. 

Dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wakaf adalah 

melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wa>qif, setelah 

sempurna prosedur perwakafan. Wa>qif tidak boleh melakukan 

apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan 

pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan 

tukaran atau tidak. Jika wa>qif wafat, harta yang diwakafkan 

tersebut tidak dapat diwariskan oleh ahli warisnya. Wa>qif  

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauqu>f 

‘alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wa>qif tidak dapat 

melarang penyaluran sumbangannya tersebut. 

  

C. Hasil Akhir Mediasi dari Sengketa Sertifikat Pondok Salafiyah al-

Mu’min 

Bahwa para pihak sepakat menyelesaikan sengketa Perdata yang 

sedang diperiksa di Pengadilan Agama Sragen dalam Register perkara 

Nomor 2493/Pdt.G/2014/PA.Sr dengan perdamaian (dading). Berikut 

adalah hasil dari mediasi: 

Tanah pekarangan SHM No. 3217 luas tanah -/+ 364 m
2
 dengan 

batas-batas: 

- Sebelah Utara : Jalan; 
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- Sebelah Timur : SHM No. 3218 (Pekarangan Sukamdi dan 

Wantiyah; 

- Sebelah Selatan : pondok al-Iklas; 

- Sebelah Barat : Pekarangan Santoso 

Diserahkan sebagai wakaf dikelola Pihak Kedua (pondok al-

Mu’min) sebagai bagian dari Yayasan Pondok Salafiyah al-

Mu’min, pihak pertama tidak mencampuri urusan apapun dengan 

segala sesuatu perbuatan hukum pihak kedua (pondok al-Mu’min) 

dalam pengelolaan tanah a quo selama untuk kebaikan dan tidak 

bertentangan dengan Undang-undang. 

Tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berada di atas SHM 

tanah wakaf Nomor 708 luas tanah -/+ 1.320 m
2
  dengan batas-batas: 

- Sebelah Utara : Jalan 

- Sebelah Tmur : M No.705 (Gs. No. 98/73) 

- Sebelah Selatan : Jalan 

- Sebelah Barat : P.774 (Bekas Hak Handarbeni) 

Tetap sebagai tanah wakaf dari Ruqoyah dan Imam Masngudi 

selaku wa>qif merupakan ibu dari Pihak Pertama dikelola oleh 

pihak kedua (pondok al-Mu’min) namun jika dalam jangka waktu 

selama satu tahun tidak dibangun dan atau tidak dipergunakan 

fasilitas Pendidikan Madrasah secara aktif, maka pengelolaan dan 
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nadzir akan dialihkan kepada nadzir yang akan ditentukan 

kemudian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 


